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PUTUSAN
Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Bn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
I tcmpat dan tanggal lahir
Gunung Mesir, 02 April 1986, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum
Semarak Raflesia Indah (Alfatindo) Blok E No.6 Rt.015,
Rw.003, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar,
Kota Bengkulu sebagai Penggugat;
melawan
I <o dan tanggal lahir Pasar Ipuh, 16
Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Nelayan,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Perumnas Emas Permata, Blok G. No.18
Rt.016, Rw.005, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan
Kampung Melayu, Kota Bengkulu sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 Agustus 2022
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor
716/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 08 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2005 di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko,
Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta
Nikah Nomor I

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah
perawan dan jejaka;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina
rumah tangga bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di
Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Provinsi
Bengkulu selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian Penggugat
dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jl.Hibrida 10
Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat
pindah ke rumah orang tua Penggugat di JI. Padat Karya Kelurahan
Sidomulyo Kecamatang Gading Cempaka Kota Bengkulu selama kurang
lebih 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke
rumah orang tua Penggugat di Perum Semarak Raflesia Indah
(Alfatindo) Blok E No.6 RT.015 RW.003 Kelurahan Sukarami Kecamatan
Selebar Kota Bengkulu selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian
Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa
Tanjung Harapan Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Provinsi
Bengkulu sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah
melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang
anak yang bernama: 1) [N
. 'ahir di Bengkulu, tanggal 24 Februari 2006, umur 16 tahun; 2)
I ohir di Bengkulu,
tanggal 01 Januari 2009, umur 13 tahun; 3) [ KGN
B i di Bengkulu, tanggal 26 Januari 2014,
umur 8 tahun; 4) [IEGNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE - di

Bengkulu, tanggal 13 Maret 2017, umur 5 tahun;
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5. Bahwa anak pertama saat ini tinggal bersama Tergugat, anak Kedua,
Ketiga, serta anak keempat saat ini tinggal bersama Penggugat;

6. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh)
tahun, kemudian sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak bersikap terbuka kepada Penggugat dalam masalah
keuangan;

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

- Tergugat malas untuk bekerja;

- Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat;

- Setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah
selama berhari-hari;

- Tergugat menggadaikan sertifikat rumah milik orang tua Penggugat di

bank;

7. Bahwa, pada bulan April 2022 terjadi puncak perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena
pada saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan
agar nafkah yang diberikan cukup, akan tetapi Tergugat menjawab
bahwa Tergugat merasa sulit untuk mencari pekerjaan, setelah itu
Penggugat berkata kepada Tergugat kalau banyak pekerjaan yang dapat
dilakukan kalau memang Tergugat punya niat untuk bekerja, mendengar
hal itu Tergugat tidak terima dengan perkataan Penggugat tersebut.
Akibat hal itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
hingga keesokan harinya membuat Penggugat pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan
Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan
saat ini masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terkait
anak;

8. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan
upaya damai oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena
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Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan
Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat
karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak
mungkin terwujud lagi;

10.Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan
di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat ([ EGTcNGG
I chadap Penggugat (N
I

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku;

Subsider:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat
agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah
tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, lalu
dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
71/21/111/2005 tanggal 07 Juni 2022 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat
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Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi
Bengkulu. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermetarai cukup,
selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti (P);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan
2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan yaitu:
1. . 61 tahun, agama Islam, pendidikan

SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Prum Alfatindo Nomor 6 Rt. 015

Rw. 003, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu,

memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa, saksi adalah bapak kandung Penggugat dan kenal dengan
Tergugat suami Penggugat;

- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Tergugat di Ipuh Muko-Muko sampai pisah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
pertama ikut dengan Tergugat, sedang anak kedua,ketiga dan keempat
ikut dengan Penggugat;

- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang
cukup, Tergugat malas untuk bekerja, Tergugat ringan tangan dan
Tergugat menggadaikan sertifikat rumah milik (saksi) orang tua
Penggugat di bank;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi mengetahuinya
sendiri dari Penggugat;

- Bahwa, puncaknya terjadi pada April 2022 disebabkan Penggugat
menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi
kebutuhan keluarga, Tergugat tidak terima akhirnya terjadi pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat dan berpisah tempat tinggal Penggugat
pergi dari tempat kediaman bersama  sampai sekarang sudah
berlangsung selama 4 bulan dan masih ada komunikasi masalah anak-
anak;
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- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi dan keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat;

2. 1 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pancur Mas
RT.010 RW.002 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu,
memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa, saksi adalah tante Penggugat dan kenal dengan Tergugat
suami Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama yang terakhir di rumah
orang tua Tergugat di Ipuh Muko-Muko sampai pisah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
pertama ikut dengan Tergugat, sedang anak kedua,ketiga dan keempat
ikut dengan Penggugat;

- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang
cukup, Tergugat malas untuk bekerja, Tergugat sering ada 3 Kkali
melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat menggadaikan
sertifikat rumah milik orang tua Penggugat di bank;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi mendengr dan
melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu;

- Bahwa, puncaknya terjadi sekitar April 2022 disebabkan Penggugat
menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi
kebutuhan keluarga, Tergugat tidak menerima saran tersebut hingga
berpisah tempat tinggal Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama
sampai sekarang sudah berlangsung selama 4 bulan dan masih ada
komunikasi masalah anak-anak;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
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- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya menyatakan

tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu

apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta

penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan
menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun
menurut berita acara panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan,
ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata
bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal
menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan
Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 143 ayat (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada
pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat
dilakukan;
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Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan
alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup
rukun kembali dalam rumah tangga di sebabkan sebagaimana tersebut dalam
posita gugatan Penggugat, yang puncaknya terjadi April 22022 disebabkan
Penggugat menyuruh Tergugat mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga, namun Tergugat tidak terima saran tersebut, akhirnya terjadi
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga berpisah tempat tinggal
Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah
berlangsung selama 4 bulan dan masih ada komunikasi sebatas masalah anak-
anak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan
Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang
kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah Majelis
Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu
berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal
49 ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, dirumuskan bahwa “pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta
Nikah”, dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut,
Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah Nomor 71/21/111/2005 tanggal 07 Juni 2022 yang di
keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Ipuh, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah
dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah sesuai dengan
maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kemudian Majelis Hakim menilai bahwa
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bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta
otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1870 KUH
Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat
bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat
dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh
karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang memiliki
Legal Standing dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan
Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi
in judicio);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ke persidangan
dapat diartikan secara diam-diam Tergugat telah mengakui kebenaran dalil
gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara
perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan
untuk menghindari kebohongan publik maka Majelis Hakim
mengkelasifikasikannya kepada bukti permulaan dan untuk menjadikannya
menjadi sempurna, maka harus ditambah dengan bukti 2 (dua) orang saksi dari
pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai
dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di
atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi dari pihak
keluarga atau orang dekatnya sebagaimana tersebut diatas dan Majelis Hakim
menilai bahwa dua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk
menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal
1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang
diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1
KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu
dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata),
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sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materil kesaksian oleh karena itu kesaksian
tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang
bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan bukti
surat yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-
fakta konkrit dipersidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah
menikah pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2005 di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten
Muko-Muko, Provinsi Bengkulu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
pertama ikut dengan Tergugat, sedang anak kedua,ketiga dan keempat
ikut dengan Penggugat;

- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bersikap terbuka kepada
Penggugat dalam masalah keuangan, Tergugat tidak memberikan
nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat malas untuk bekerja,
Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat, dan
setiap terjadi pertengkaran, dan Tergugat menggadaikan sertifikat rumah
milik orang tua Penggugat di bank;

- Bahwa, puncaknya terjadi sekitar April 2022 disebabkan Penggugat
menyuruh  Tergugat untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi
kebutuhan keluarga, Tergugat tidak menerima saran tersebut hingga
berpisah tempat tinggal Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama
sampai sekarang sudah berlangsung selama 4 bulan dan masih ada
komunikasi masalah anak-anak;

- Bahwa, Penggugat sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai
dengan Tergugat;

- Bahwa, pihak keluarga, sudah berusaha untuk mendamaikan antara
Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
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- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus
ditafsirkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau
“Broken marriage”, dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam
membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi antara Penggugat
dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, hak dan kewajiban masing-
masing sudabh tidak terlaksana lagi atau sudah tidak saling memperdulikan lagi
satu dengan vyang lainnya sampai dengan sekarang, sehingga
mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah
kedamaian dan kebahagian yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan
menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-mudharat-an bagi kedua belah
pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddan wa rahmah
serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal
3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Quran surat ar-Rum

ayat 21:

oz ] Ts el 1553 Asil 13 oSO B3 3 rassls 2
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Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang,

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang
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lainnya”, namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan
perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan
sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam
rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal. Waktu tersebut sudah cukup bagi keduanya untuk berpikir apakah
rumah tangga mereka diteruskan atau tidak, jika tidak maka hukum
memberikan jalan keluarnya sebagai pintu dharurat, yaitu melalui perceraian,
dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi
kepentingan dan kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk meminimalisir
ekses-ekses negatif atau ke-mudharat-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi

kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan qaidah ushul yang berbunyi;
@LAAS\ L_ﬂ; LA:; eﬁ.a AWREWN| s )

Artinya:“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan
kemaslahatan®.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli
figh Syekh Al-Majdi yang terdapat dalam kitabnya Ghoyatul Maram yang
diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara aquo yang berbunyi

sebagai berikut:

Adll ol aple Gl lea g3l da sl 48 aae 2L3) Ol
Artinya:“Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka
hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian,
maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada
harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil
alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara aquo yang menyatakan:
“Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman
bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang
cukup sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan tidak
melawan hak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan  Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan
Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak pernah hadir, oleh
karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek),
sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (I
) < hadap Penggugat (N
)

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
serjumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin  tanggal 22 Agustus 2022
Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 Hijriyah oleh kami
Asymawi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nadimah. dan Djurna’aini,S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari
itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang
didampingi oleh  Hakim-Hakim Anggota dan dibantu  oleh
Merly Dolianti,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat/kuasa hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Asymawi,S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra.Hj.Nadimah. Djurna’aini,S.H.
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Panitera Pengganti,

Merly Dolianti,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran =Rp 30.000,00
2. Proses =Rp 75.000,00
3. Panggilan P& T =Rp 270.000,00
4. PNBP Panggilan Pdan T =Rp. 20.000,00
5. Redaksi =Rp 10.000,00
6. Meterai =Rp 10.000,00

Jumlah =Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)
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